
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1994

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai

peran yang penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu

perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat

menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang

effektif bagi pembangunan nasional;

b. bahwa dalam membina dan mengembangkan kualitas keluarga

tersebut diperlukan berbagai upaya, baik yang mencakup aspek

keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya,

kemandirian keluarga, ketahanan keluarga, maupun pelayanan

keluarga;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka

pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,

khususnya yang berkenaan dengan ketentuan pembangunan keluarga

sejahtera, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan pembangunan

keluarga sejahtera dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3019);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
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4. Undang-…

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3475);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA

SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari

suami-istri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,

atau ibu dan anaknya.

2. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual

dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar

anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
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3. Keluarga…

3. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan

peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan

kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia,

dan sejahtera.

4. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek

pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian

keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang

merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.

5. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya

meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan,

mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan

ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan

kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan

tanggung jawab.

6. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang

memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan

fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan

mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam

meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

7. Norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera adalah suatu nilai

yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang

membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang

berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal

untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam

mengkoordinasikan kebijaksanaan di bidang kependudukan dan di

bidang Keluarga Berencana Nasional.
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Pasal 2…

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui

pengembangan kualitas keluarga dan keluarga berencana dan

diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah,

masyarakat, dan keluarga.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN

KUALITAS KELUARGA

Pasal 3

(1) Pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya

kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan

keluarga.

(2) Pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dalam rangka membentuk

keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditujukan agar keluarga dapat

memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil sehingga dapat

menjalankan fungsi keluarga secara optimal.

(2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. fungsi keagamaan;

b. fungsi sosial budaya;
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c. fungsi...

c. fungsi cinta kasih;

d. fungsi melindungi;

e. fungsi reproduksi;

f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;

g. fungsi ekonomi;

h. fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 5

Setiap anggota keluarga wajib mengembangkan kualitas diri dan fungsi

keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan

kualitas keluarga.

Pasal 6

Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dilakukan melalui upaya

peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental

spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha kesejahteraan

lainnya.

Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi

keluarga Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan

pembinaan dan pelayanan keluarga.

(2) Pembinaan dan pelayanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi


